SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL
DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Menimbang

DI KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)

dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Pengalokasian Dan Tata
Cara Pengalokasian Dana Bagian Hasil Dari Pajak Dan

Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati Madiun tentang Pengalokasian dan Tata Cara
Pengalokasian Dana Bagian Hasil Dari Pajak dan
Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Madiun
Tahun Anggaran 2023;



Mengingat
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);



Menetapkan
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun
2008 tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun
2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor
1 Tahun 2015 tentang Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun

2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA
CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL DARI PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI
KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2023.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Madiun.
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten

Madiun.

3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berada di daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Daerah.
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BAB 1II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini :

a.

menetapkan pengalokasian Dana Bagian Hasil dari Pajak
dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten
Madiun Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

. mengatur tata cara pengalokasian Dana bagian hasil dari

pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa di

Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023.

BAB 1III

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

(1)

(2)

(3)

Pasal 3
Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10%
(sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun
berjalan mengacu pada perhitungan realisasi 2 (dua)
tahun sebelumnya (n-2).
Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan ketentuan :
a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata
kepada seluruh Desa; dan
b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara
proporsional realisasi penerimaaan hasil pajak dan

retribusi dari Desa masing-masing.



(4) Pengalokasian Bagian dari
Retribusi Daerah memperhitungkan Kurang/lebih bayar

penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
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Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.

Pasal 4

(1) Rumus dasar penetapan bagian dari hasil Pajak Daerah :

> BHP =3 (BHPM + BHPP)

BHP
BHPM

BHPP

(2) Rumus dasar penetapan bagian dari hasil Retribusi

Daerah :

Bagian dari Hasil Pajak Daerah.
Bagian dari Hasil Pajak Daerah
Minimal/ Merata (Perolehan desa
sama) sebesar 60%.

Bagian dari Hasil Pajak Daerah
Proporsional (Berdasarkan realisasi
penerimaan hasil pajak) sebesar

40%.

S BHR = 5 (BHRM + BHRP)

BHR
BHPM

BHPP

Bagian dari Hasil Retribusi Daerah.
Bagian dari Hasil Retribusi Daerah
Minimal/ Merata (Perolehan desa
sama) sebesar 60%.

Bagian dari Hasil Retribusi
Proporsional (Berdasarkan realisasi
penerimaan hasil retribusi) sebesar

40%.

Hasil Pajak Daerah dan
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Pasal 5
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung

berdasarkan jumlah alokasi kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 6
Mekanisme dan persyaratan penyaluran, persyaratan
pencairan, penggunaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban
dan pelaporan berpedoman pada Peraturan Perundang-

undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



-8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI MADIUN,
ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO
Diundangkan di Caruban

pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA
BAGIAN HASIL DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN

ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN MADIUN

TAHUN ANGGARAN 2023

No KECAMATAN Alokasi 2023 berdasar Realisasi 2021 (n-2)
Desa Pajak (Rp) Retribusi (Rp)
1 2 3 4
1. BALEREJO
1 Babadan Lor 34.365.000 3.277.000
2 Balerejo 42.961.000 3.973.000
3 Banaran 29.899.000 2.902.000
4 Bulakrejo 29.223.000 2.850.000
5 Gading 36.660.000 3.719.000
6 Garon 37.527.000 3.676.000
7 Glonggong Lor 32.692.000 3.159.000
8 Jeruk gulung 47.721.000 4.666.000
9 Kebonagung 46.859.000 4.804.000
10 |Kedungjati 38.439.000 3.930.000
11 Kedungrejo 36.061.000 3.391.000
12 |Kuwu 40.104.000 3.764.000
13 |Pacinan 33.534.000 3.220.000
14 |Simo 48.757.000 5.107.000
15 |Sogo 40.430.000 4.053.000
16 Sumberbening 62.984.000 6.762.000
17 |Tapelan 29.095.000 2.844.000
18 |Warurejo 60.409.000 6.706.000
2. DAGANGAN

1 Banjarejo 32.945.000 3.476.000
2 Banjarsari Kulon 33.197.000 3.201.000
3 Banjarsari Wetan 48.472.000 5.278.000
4 Dagangan 47.117.000 4.968.000
5 Jetis 37.319.000 4.003.000
6 Joho 28.170.000 2.763.000
7 Kepet 29.522.000 2.911.000
8 Ketandan 38.541.000 3.829.000
9 Mendak 30.418.000 3.227.000
10 |Mruwak 39.653.000 4.064.000




1 2 3
11 Ngranget 29.716.000 2.978.000
12 |Padas 25.331.000 2.540.000
13 |Prambon 37.306.000 3.993.000
14 |Segulung 36.191.000 3.706.000
15 |Sewulan 52.373.000 5.738.000
16 |Sukosari 41.651.000 4.230.000
17 |Tileng 36.876.000 3.883.000
3. DOLOPO
1 Bader 35.485.000 3.371.000
2 Blimbing 34.843.000 3.493.000
3 Candimulyo 45.080.000 4.317.000
4 Doho 42.860.000 4.176.000
S Dolopo 66.625.000 6.515.000
9) Glonggong 50.267.000 4.929.000
7 Ketawang 58.487.000 6.131.000
8 Kradinan 46.731.000 4.613.000
9 Lembah 41.832.000 4.096.000
10  [Suluk 48.967.000 5.224.000
4. GEGER
1 Banaran 28.325.000 2.777.000
2 Geger 29.263.000 2.855.000
3 Jatisari 32.421.000 3.186.000
4 Jogodayuh 37.102.000 3.820.000
S Kaibon 62.747.000 6.803.000
6 Kertobanyon 36.600.000 3.856.000
7 Kertosari 32.720.000 3.353.000
8 Klorogan 28.854.000 2.817.000
9 Kranggan 31.267.000 3.162.000
10 |Nglandung 30.276.000 2.932.000
11 Pagotan 39.042.000 3.624.000
12  |Purworejo 34.896.000 3.388.000
13 [Putat 29.723.000 2.889.000
14 |Sambirejo 29.128.000 2.838.000
15 |Sangen 38.418.000 3.868.000
16 |Sareng 54.042.000 6.116.000
17 |Slambur 33.154.000 3.356.000
18 [Sumberejo 32.850.000 3.174.000
19 [Uteran 72.312.000 7.634.000
5. GEMARANG
1 Batok 50.565.000 5.523.000
2 Durenan 53.161.000 5.915.000
3 Gemarang 31.091.000 3.229.000
4 Nampu 32.600.000 3.362.000




1 2 3 4
5 Sebayi 30.621.000 3.071.000
9) Tawangrejo 34.327.000 3.467.000
7 Winong 42.083.000 4.500.000
6. JIWAN
1 Bedoho 31.024.000 3.190.000
2 Bibrik 34.253.000 3.268.000
3 Bukur 31.306.000 3.088.000
4 Grobogan 36.958.000 3.647.000
S Jiwan 101.174.000 11.278.000
6 Kincangwetan 74.481.000 8.076.000
7 Klagenserut 48.757.000 5.123.000
8 Kwangsen 55.738.000 6.023.000
9 Metesih 47.190.000 4.982.000
10 |Ngetrep 30.828.000 3.021.000
11 Sambirejo 41.561.000 4.346.000
12 [Sukolilo 78.224.000 8.637.000
13 [Teguhan 35.684.000 3.390.000
14 |Wayut 63.329.000 6.854.000
7. KARE
1 Bodag 26.905.000 2.665.000
4 Bolo 27.237.000 2.693.000
7 Cermo 30.363.000 2.939.000
3 Kare 30.139.000 2.961.000
2 Kepel 39.572.000 4.205.000
S Kuwiran 31.712.000 3.321.000
8 Morang 30.198.000 2.928.000
6 Randualas 38.581.000 3.949.000
8. KEBONSARI
1 Bacem 34.733.000 3.439.000
2 Balerejo 44.377.000 4.567.000
3 Kebonsari 37.240.000 3.594.000
4 Kedondong 35.389.000 3.498.000
S Krandegan 33.663.000 3.281.000
6 Mojorejo 42.876.000 4.376.000
7 Palur 31.294.000 3.018.000
8 Pucanganom 37.640.000 3.762.000
9 Rejosari 39.645.000 3.779.000
10 |Sidorejo 47.316.000 4.924.000
11 Singgahan 46.084.000 4.741.000
12  |Sukorejo 33.852.000 3.215.000
13 [Tambakmas 72.131.000 8.060.000
14 |Tanjungrejo 68.845.000 7.610.000




1 2 3 4

9. KEC. MADIUN
1 Bagi 47.614.000 4.654.000
2 Banjarsari 45.641.000 4.595.000
3 Betek 27.448.000 2.711.000
4 Dempelan 28.175.000 2.781.000
S Dimong 46.778.000 4.835.000
6 Gunungsari 47.572.000 4.877.000
7 Sendangrejo 29.904.000 2.936.000
8 Sirapan 36.038.000 3.401.000
9 Sumberejo 30.615.000 2.968.000
10 [Tanjungrejo 44.573.000 4.721.000
11 |Tiron 101.129.000 11.362.000
12  |Tulungrejo 35.288.000 3.607.000

10. MEJAYAN
1 Blabakan 28.175.000 2.776.000
2 Darmorejo 50.952.000 5.388.000
3 Kaliabu 34.522.000 3.300.000
4 Kaligunting 45.848.000 4.847.000
S Kebonagung 33.597.000 3.233.000
6 Klecorejo 49.054.000 5.163.000
7 Kuncen 25.478.000 2.553.000
8 Mejayan 87.550.000 9.554.000
9 Ngampel 61.977.000 6.724.000
10 |Sidodadi 34.972.000 3.332.000
11 |Wonorejo 31.561.000 3.034.000

11. PILANGKENCENG
1 Bulu 28.683.000 2.806.000
2 Dawuhan 26.775.000 2.653.000
3 Duren 33.388.000 3.173.000
4 Gandul 32.162.000 3.207.000
S Kedungbanteng 35.193.000 3.494.000
9) Kedungmaron 29.594.000 2.877.000
7 Kedungrejo 48.736.000 5.328.000
8 Kenongorejo 32.099.000 3.098.000
9 Krebet 29.863.000 2.899.000
10 |Luworo 27.634.000 2.722.000
11 Muneng 31.660.000 3.141.000
12 |Ngale 39.264.000 4.140.000
13 Ngengor 26.710.000 2.648.000
14  [Pilangkenceng 32.774.000 3.145.000
15 |Pulerejo 35.839.000 3.453.000
16 |Purworejo 38.253.000 3.574.000
17 [Sumbergandu 31.631.000 3.067.000
18 |Wonoayu 26.432.000 2.628.000




1 2 3

12. SARADAN
1 Bajulan 28.035.000 2.773.000
2 Bandungan 29.787.000 2.890.000
3 Bener 32.872.000 3.286.000
4 Bongsopotro 32.558.000 3.162.000
S Klangon 27.587.000 2.719.000
6 Klumutan 35.908.000 3.381.000
7 Ngepeh 33.583.000 3.308.000
8 Pajaran 41.274.000 4.298.000
9 Sambirejo 28.297.000 2.774.000
10 [Sidorejo 34.939.000 3.385.000
11 Sugihwaras 46.551.000 4.809.000
12  |Sukorejo 38.002.000 3.674.000
13 Sumberbendo 29.884.000 2.897.000
14 [Sumbersari 39.701.000 4.050.000
15 |[Tulung 34.614.000 3.304.000

13. SAWAHAN
1 Bakur 33.073.000 3.163.000
2 Cabean 36.881.000 3.518.000
3 Golan 32.124.000 3.151.000
4 Kajang 30.362.000 2.971.000
S Kanung 35.040.000 3.545.000
6 Klumpit 44.356.000 4.773.000
7 Krokeh 28.601.000 2.815.000
8 Lebakayu 44.218.000 4.617.000
9 Pucangrejo 43.228.000 4.504.000
10 [Pule 27.678.000 2.734.000
11 Rejosari 37.919.000 3.730.000
12 |Sawahan 33.344.000 3.320.000
13 |Sidomulyo 58.762.000 6.467.000

14. WONOASRI
1 Bancong 31.631.000 3.156.000
2 Banyukambang 31.206.000 3.008.000
3 Buduran 37.186.000 3.621.000
4 Jatirejo 29.209.000 2.859.000
S Klitik 41.340.000 4.044.000
6 Ngadirejo 47.302.000 4.656.000
7 Plumpungrejo 32.162.000 3.095.000
8 Purwosari 63.972.000 6.810.000
9 Sidomulyo 32.624.000 3.138.000
10 [Wonoasri 37.233.000 3.696.000

15. WUNGU




1 2 3 4
1 Bantengan 39.002.000 3.970.000
2 Brumbun 29.351.000 2.883.000
3 Karangrejo 40.373.000 4.218.000
4 Kresek 32.850.000 3.192.000
5 Mojopurno 71.271.000 7.808.000
6 Mojorayung 35.981.000 3.466.000
7 Nglambangan 38.981.000 4.015.000
8 Nglanduk 44.22'7.000 4.588.000
9 Pilangrejo 32.111.000 3.268.000
10 |Sidorejo 73.290.000 7.174.000
11 Sobrah 31.373.000 3.023.000
12 |[Tempursari 35.166.000 3.472.000
3 7.859.752.000 799.002.000

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO
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